PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2002
TENTANG PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, BAR, DAN JASA BOGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatkan perlindungan konsumen dan
peningkatan kwalitas restoran, rumah makan, jasa boga dan warung
kopi, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun
2002 tentang Perizinan Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa
Boga,

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a perlu diatur
dalam Peraturan Daerabh ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3821);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389 );

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3658);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Dati Il Pontianak
(Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10) ;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan (
Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 22 Seri B Nomor 9 );
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19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha
Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga (Lembaran Daerah
Tahun 2002 Nomor 32 Seri E Nomor 11)

20. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Dinas Daerah Kota Pontianak ( Lembaran Daerah Tahun 2004
Nomor 43 Seri D Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
Dan
WALIKOTA PONTIANAK
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG
PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN , BAR DAN JASA
BOGA
PASAL |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2002 tentang
Perizinan Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga (Lembaran Daerah Tahun 2004
Nomor 17 Seri C Nomor 6 ) diubah sebagai berikut :
1. Seluruh kata Bar dalam Peraturan Daerah ini diubah menjadi warung kopi.
2. Bab | KETENTUAN UMUM pasal 1 huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
g. Warung kopi adalah jasa usaha minuman yang bertempat di sebagian atau seluruh
bangunan yang permanen atau semi permanen, dilengkapi dengan peralatan dan
perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan

minuman bagi umum di tempat usahanya kecuali minuman beralkohol.

3. Pasal 6 ayat (2) dan ayat (7) diubah serta ditambah ayat (8) sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 6

(2) Golongan kelas restoran tertinggi disebut Talam Kencana yang dinyatakan dengan
piagam sendok garpu berwarna emas, golongan kelas restoran menengah disebut
Talam Selaka yang dinyatakan dengan piagam sendok garpu berwarna perak,
golongan kelas restoran terendah disebut Talam Gangsa yang dinyatakan dengan
piagam sendok garpu berwarna perunggu.

(7) Persyaratan untuk mendapatkan piagam golongan kelas restoran terdiri dari :
a. Rekomendasi dan Sertifikasi laik sehat makanan / minuman dari Dinas yang diberi
kewenangan dan tanggungjawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang
Kesehatan.



